
(Subsistem dari Data Induk Pendidikan)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

PENGELOLAAN
DATA INDUK IJAZAH
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2 Tata Kelola Data Induk Ijazah

Tahapan Penerbitan Ijazah

(Peran & Alur Proses)

Verifikasi & Validasi Data

3

4

Pengenalan Fitur & Fungsi5
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DASAR HUKUM PENGELOLAAN 
DATA INDUK IJAZAH

Pengelolaan data dengan prinsip:

“Validitas, Akurasi, dan Legalitas”

Peraturan Menteri No. 58 Tahun 2024 tentang Ijazah
Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Mekanisme kontrol terintegrasi dalam penetapan peserta
didik tingkat akhir yang diproyeksikan sebagai penerima
ijazah, agar terselenggara secara optimal dan akuntabel.

Data peserta didik tingkat akhir bersumber dari sistem
pendataan DAPODIK dan EMIS (Kementerian Agama).



STRATEGI PEMBANGUNAN
TATA KELOLA DATA INDUK IJAZAH

V1: Manajemen Ijazah

V1: e-Ijazah

V2: Verval Ijazah

Pembangunan Mekanisme
Tata Kelola Data Induk Ijazah

Pembangunan Data Induk Ijazah 
(Dokumentasi dan Integrasi Ijazah)

Tahun Ajaran
2024/2025

Data Induk Ijazah

Data Induk Pendidikan Nasional
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Dasbor yang menampilkan 
validasi dan residu data Peserta 

Didik tingkat akhir.

Mekanisme penetapan 
kelulusan peserta didik dan 

pengajuan penerbitan ijazah 
dengan verifikasi SPTJM.

Portal publik untuk mengakses 
dan memeriksa keabsahan 
ijazah secara transparan.

DASBOR MANAJEMEN PORTAL

PENGELOLAAN DATA INDUK IJAZAH
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SISTEM TATA KELOLA IJAZAH

Entry Verifikasi – Validasi Data Calon Penerima Ijazah Penerbitan Ijazah

(1) (2) (3) (4)

1. Subsistem Input Data
   - Dapodik
   - EMIS
   - BAN

2. Subsistem Verval Calon Penerima Ijazah

DATA
INDUK

Dasbor Validasi Data Peserta Didik Tingkat Akhir

3. Subsistem Manajemen Ijazah

4. Subsistem Portal Ijazah
    (Akses Data Induk Ijazah oleh Publik)

Verval
Ijazah

Satuan Pendidikan
SK Operasional, Akreditasi, NPSN

Peserta Didik
Nama, TTL, NIK
(acuan Akte Lahir, Ijazah sebelumnya, KK)
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EKOSISTEM TATA KELOLA DATA INDUK IJAZAH

Kepastian Calon Penerima Kepastian Proses Penerbitan

Entry

DNS

Residu
DNS

DNT

Residu
DNT

IJAZAH

1. Nama
2. Tempat Lahir
3. Tanggal Lahir
4. Nama Satuan Pendidikan
5. NPSN
6. NISN
7. No Ijazah Nasional
8. Nomor SK Penetapan Kelulusan 
9. Tanggal Penetapan Ijazah
10.Tempat Penetapan Ijazah
11.Tanggal Penerbitan Ijazah
12.Tempat Penerbitan Ijazah
13.Nama Kepala Sekolah yang TTD
14.Program Keahlian (SMK)

= bersumber dari data induk pendidikan
= hasil dari pengelolaan data induk ijazah

Tahap 1
DNS

Tahap 2
DNT
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TAHAPAN PENERBITAN IJAZAH

Masa Verifikasi Calon Penerima Ijazah Masa Penetapan Penerima Ijazah

➔ MANAJEMEN IJAZAH
➔ DAPODIK/EMIS 
➔ DASBOR IJAZAH
➔ VERVAL-PD
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PERAN & KEWENANGAN
dalam Pengelolaan Ijazah

SATUAN PENDIDIKAN

• Memutakhirkan 
data PD.*

• Memeriksa data 
Kepala Sekolah. *

• Menetapkan status 
kelulusan PD.

• Mengunggah 
SPTJM

DINAS/
KEMENTERIAN/ ATASE 

PENDIDIKAN

• Memastikan data SP 
(akreditasi, nomenklatur, 
dan kepala sekolah). *

• Menetapkan relasi 

legalitas/induk bagi SP 
tidak terakreditasi. *

• Melakukan verifikasi dan 
validasi SPTJM.

• Membuat laporan 
rekapitulasi SPTJM.

DIREKTORAT

• Memeriksa laporan 
rekapitulasi SPTJM 
per wilayah.

• Melakukan kontrol 
verval dalam rangka 
penerbitan ijazah.

PUSDATIN

• Menerbitkan DNS
• Menerbitkan DNT
• Menerbitkan nomor 

ijazah berdasarkan 
hasil verval SPTJM.

• Melakukan kontrol 
proses verval ijazah.

*peran dijalankan dengan merujuk pada dasbor SP: Satuan Pendidikan, PD: Peserta Didik
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Peran & Alur Proses

Menetapkan
Kelulusan PD

Mengunggah
SPTJM

Mencetak
Ijazah

Verval
SPTJM

Membuat
Rekap SPTJM

Menerbitkan
DNS

Menerbitkan
DNT

Menerbitkan
No. Ijazah

Satuan 
Pendidikan

Dinas/
Kementerian/

Atase

Pusdatin

dalam Manajemen Ijazah



1111Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah       |

KEWENANGAN SATUAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA *
■ Sekolah Dasar (SD)
■ Sekolah Menengah Pertama (SMP)
■ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
■ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI *
■ Sekolah Menengah Atas (SMA)
■ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
■ Sekolah Luar Biasa (SLB)

SATUAN KERJA PADA KEMENTERIAN
Seluruh bentuk Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)

ATASE PENDIDIKAN
Seluruh bentuk Sekolah Indonesiadi Luar
Negeri (SILN)

* Kecuali di wilayah Papua, kewenangan SMA & SMK berada di pemerintah kabupaten/kota
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Peserta Didik

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

• NISN (Unik dan Tidak Kosong)
• Identitas (padan dengan Dukcapil Pusat)

Kepala Sekolah
• Keterisian Jabatan Kepala Sekolah atau Penugasan 

Pelaksana Tugas Kepala Sekolah
• Nama Kepala Sekolah
• Gelar Pendidikan

Satuan
Pendidikan

• Nomenklatur (Nama Satuan Pendidikan)
• Akreditasi  

1

2

3     
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Contoh kasus peserta didik tidak memiliki NISN
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Contoh kasus data peserta didik tidak padan dengan Dukcapil Pusat
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PENGELOLAAN RESIDU DATA

01

NISN Kosong

1

012

OPERATOR SP

Klaim NISN

VERVAL PD

Fitur Penerbitan NISN Tk. Lanjut

OPERATOR SP

Mengisikan NISN yang Dimiliki

• Operator satuan pendidikan mengajukan klaim NISN melalui fitur penerbitan NISN tingkat lanjut dengan mengisi
NISN yang dimiliki.

• NISN dapat diklaim apabila tidak digunakan oleh peserta didik lain.

Data Peserta Didik Tidak Padan Dukcapil Pusat

PUSDATIN DUKCAPIL PUSAT
Surat pemadanan data siswa yang teridentifikasi residu kependudukan.

Data valid yang bersumber dari Dukcapil

• Pusdatin sedang menyiapkan surat terkait pemadanan data siswa yang teridentifikasi sebagai residu kependudukan. 
Hasilnya berupa data valid yang bersumber dari Dukcapil.

• Satuan Pendidikan melakukan perbaikan pada Dapodik sesuai dengan data Dukcapil Pusat.
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Contoh kasus siswa ganda (1 siswa aktif di 2 tingkat yang berbeda)
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PENGELOLAAN RESIDU DATA

01
3

01
4

01
5

NISN Ganda (Aktif – Aktif)

OPERATOR SP
Mengeluarkan salah satu data

DAPODIK
Sync. Data Dapodik

OPERATOR SP TUJUAN
Melampirkan SK Kepala Sekolah

(Status Siswa Aktif pada sekolah tersebut)

NISN Ganda (Aktif – Tidak Aktif)

ADMIN DINAS
Mengajukan Merger Data

VERVAL PD
Merger Data

PUSDATIN
Eksekusi Pengajuan Merger Data
(Jika sesuai dengan ketentuan)

Merger data dilakukan apabila tingkat pendidikan pada data aktif lebih tinggi dari data yang tidak aktif. Merger data 
dapat dilakukan oleh Pusdatin atas pengajuan dari admin Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.

NISN Ganda (1 NISN digunakan beberapa Peserta Didik)

• Beberapa kasus terjadi pada peserta didik kembar, 1 NISN à 2 orang yang berbeda.
• 1 orang à menggunakan NISN yang sudah ada.

1 orang à pengajuan penerbitan NISN ke Pusdatin (dapat diterbitkan jika data padan Dukcapil).

Satuan pendidikan mengeluarkan salah satu data. Pengajuan pengeluaran data peserta didik melalui VervalPD oleh 
operator satuan pendidikan tujuan, melampirkan SK Kepala yang menyatakan bahwa siswa aktif pada sekolah tersebut.
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PENGELOLAAN RESIDU DATA

SATUAN PENDIDIKAN
• Pengajuan NISN Baru, Klaim NISN, Pemutakhiran Data Identitas, 

Penyelesaian Residu NISN, Verval Rekam Didik.
• Nilai Rapor (E-Rapor)
• Verval Rekam Didik dan Nilai Rapor akan ditambahkan sebagai variabel

validitas data induk ijazah untuk pengelolaan berikutnya.

DINAS PENDIDIKAN
1. Memantau dan mendorong percepatan penyelesaian residu peserta

didik dan satuan pendidikan.
2. Memproses penanganan residu:

• Proses merger data peserta didik ganda
(status Aktif – Tidak Aktif)

• Eskalasi penanganan residu ke Pusdatin melalui kanal yang telah
disediakan.
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SOLUSI PERMASALAHAN

DATA INDUK PENDIDIKAN

sync Registrasi

Mutasi

DATA TERPUSAT

Satuan Pendidikan

Dukcapil Pusat

validasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(4) Pusdatin

validasi= saat ini
= rencana pengembangan
= potensi masalah
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PENGENALAN FITUR & FUNGSI
Login sebagai Satuan Pendidikan
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Daftar Menu Utama

Informasi profil satuan pendidikan.
Task List à notifikasi progress pengelolaan ijazah. 

Daftar jadwal tahap pelaksanaan pengelolaan data induk ijazah.

Daftar kepala sekolah (Definitif & Plt.) pada satuan pendidikan.
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Daftar Menu Manajemen Ijazah

Daftar PD yang telah terdata sebagai DNS.

Penentuan Penetapan Kelulusan Peserta Didik.

Unggah SPTJM sebagai pengajuan daftar PD calon 
penerima ijazah.

Daftar SP tidak terakreditasi yang menginduk ke SP 
sudah terakreditasi.

Unggah SK Penetapan Kelulusan Peserta Didik.

Daftar SP terakreditasi yang menjadi induk bagi SP 
tidak terakreditasi.
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Daftar Menu Manajemen Ijazah

Daftar nomor ijazah peserta didik yang telah terbit.

Daftar pengajuan perbaikan ijazah.

Daftar peserta didik yang telah disetujui dan terdata sebagai DNT calon penerima ijazah.
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Beranda
[NAMA PROFIL PENGGUNA]

[NPSN] – [NAMA SATUAN PENDIDIKAN]

[Nama Kepala Sekolah]

Informasi profil satuan pendidikan dan 
nama kepala satuan pendidikan yang 
akan menandatangani ijazah.

Notifikasi tugas-tugas yang perlu 
diselesaikan dalam pengelolaan ijazah.

Status kemajuan dalam rangkaian 
proses pengelolaan data induk ijazah.
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Relasi Legalitas

(NPSN) [Nama Satuan Pendidikan]

Laman ini berisi daftar satuan 

pendidikan yang tidak terakreditasi, 

yang telah ditetapkan untuk menginduk 

ke satuan pendidikannya. Tujuan dari 

pengindukan ini adalah untuk 

memperoleh legalitas dalam penerbitan 

ijazah, karena ijazah hanya dapat 

diterbitkan oleh satuan pendidikan 

yang terakreditasi oleh BAN PDM. 
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Kepala Sekolah

(NPSN) [Nama Satuan Pendidikan]

Informasi profil 
Kepala Sekolah

Form perubahan gelar akademik 
(depan dan belakang) kepala 

sekolah. Pastikan penulisan gelar 
sudah benar, karena akan 

dituliskan pada pengesahan ijazah.
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DNS > Valid DNS

(NPSN) [Nama Satuan Pendidikan]

Laman ini berisi daftar peserta didik 

tingkat akhir yang datanya sudah valid. 

Data ini menunjukkan rekap peserta didik 

yang akan ditentukan kelulusannya dan 

diajukan pada SPTJM sebagai calon 

penerima ijazah.

Pastikan data kurikulum yang tertera 
telah sesuai dengan kurikulum yang 
digunakan oleh peserta didik.

Informasi profil 
Peserta Didik

(NISN)
[NAMA PESERTA DIDIK]

(NPSN) – [Nama Satuan Pendidikan]
[Nama Kecamatan], [Nama Kabupaten], [Nama Provinsi]
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(NPSN) [Nama Satuan Pendidikan]

Klik tombol Luluskan Semua untuk 
menetapkan kelulusan seluruh peserta 
didik secara bersamaan.

Tabulasi daftar peserta didik dengan 
kategori status penetapan kelulusan: 
Lulus, Tidak Lulus, Belum Diluluskan.

Operator SP harus menentukan status 

Kelulusan PD sebelum mengunggah SK 

Penetapan Kelulusan yang dikeluarkan 

oleh Kepala SP.

Penetapan kelulusan
per peserta didik

Detail profil
peserta didik

DNS > Penetapan Kelulusan (1/3)
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(NPSN) [Nama Satuan Pendidikan]

Unduh Format SK Penetapan Kelulusan 
Peserta Didik untuk ditandatangani 
oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Unggah SK Penetapan 
Kelulusan yang telah 
ditandatangani Kepala SP, 
dengan melengkapi isian:
• Pilih Nama Kepala SP
• Nomor SK Penetapan
• Tanggal SK Penetapan

DNS > Penetapan Kelulusan (2/3)
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[Nomor SK Penetapan Kelulusan]
[Nama Kepala Satuan Pendidikan]

SK Penetapan Kelulusan berhasil 
diunggah. Tahap selanjutnya yaitu 
membuat SPTJM dengan cara klik 
tombol ini atau klik pada menu 
Pembuatan SPTJM.

Tombol membatalkan SK yang 
telah diunggah. Dengan 
pembatalan ini, maka operator SP 
harus mengunggah kembali SK 
Penetapan Kelulusan.

(NPSN) [Nama Satuan Pendidikan]

[Nomor SK Penetapan Kelulusan]
[Nama Kepala Satuan Pendidikan]

Melihat SK Penetapan Kelulusan 
yang telah diunggah.

DNS > Penetapan Kelulusan (3/3)
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DNS > SPTJM (1/5)

(NPSN) [Nama Satuan Pendidikan]

Detail profil
peserta didik

Tabulasi daftar peserta didik dengan 
kategori yang sudah/belum dilampirkan 
ke dalam SPTJM.

Pilih Nama Kepala Sekolah 

yang akan menandatangani 

SPTJM > klik Buat SPTJM.
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DNS > SPTJM (2/5)

(NPSN) [Nama Satuan Pendidikan]

[Nomor SPTJM]
[Nama Kepala Satuan Pendidikan]

[Tanggal Buat SPTJM]

Unduh Format SPTJM untuk 
ditandatangani oleh Kepala SP

Unggah SPTJM yang telah 
ditandatangani oleh Kepala SP 
dan dibubuhi materai Rp 10.000,-

Tombol membatalkan SPTJM. Dengan 
pembatalan ini, maka operator SP 
harus membuat ulang SPTJM.
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DNS > SPTJM (3/5)

(NPSN) [Nama Satuan Pendidikan]

[Nomor SPTJM]
[Nama Kepala Satuan Pendidikan]

[Tanggal Buat SPTJM]

Unduh File SPTJM yang telah 
diunggah dan menunggu persetujuan.

Tombol membatalkan SPTJM. Dengan pembatalan ini, 
maka operator SP harus mengunggah ulang SPTJM.

[Tanggal Unggah SPTJM]
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DNS > SPTJM (4/5)
Pengajuan SPTJM Ditolak

(NPSN) [Nama Satuan Pendidikan]

[Nomor SPTJM]
[Nama Kepala Satuan Pendidikan]

[Tanggal Buat SPTJM]

Unggah File SPTJM yang telah 
diperbaiki sesuai dengan keterangan 
pada alasan penolakan.

Tombol membatalkan SPTJM. Dengan pembatalan ini, 
maka operator SP harus membuat kembali SPTJM.

[Tanggal Unggah SPTJM]

“Alasan Penolakan”
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DNS > SPTJM (5/5)
Pengajuan SPTJM Disetujui

(NPSN) [Nama Satuan Pendidikan]

[Nomor SPTJM]
[Nama Kepala Satuan Pendidikan]

[Tanggal Buat SPTJM]

Unduh File SPTJM yang telah disetujui.

Apabila SPTJM telah disetujui, maka satuan pendidikan 
tidak dapat membatalkan pengajuan SPTJM.

[Tanggal Unggah SPTJM]
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DNT

Detail profil
peserta didik

(NPSN) [Nama Satuan Pendidikan]

Tabulasi daftar peserta didik:
Valid: sudah SPTJM dan disetujui.
Residu: dalam antrian persetujuan atau 
SPTJM ditolak.

Tombol unduh DNT PD (Valid/Residu).

Laman ini berisi daftar final peserta didik 

tingkat akhir yang telah diverifikasi 

sebagai calon penerima ijazah.
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Daftar Penomoran

Detail profil
peserta didik

Cetak format ijazah

(NPSN) [Nama Satuan Pendidikan]
Daftar Nomor Ijazah yang telah 
diterbitkan oleh Pusdatin
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PENGENALAN FITUR & FUNGSI
Login sebagai Dinas / Kantor Kemenag / Atdikbud / Dit. Pembina SPK
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Daftar Menu Utama

Informasi peran pengguna.
Task List à notifikasi progress pengelolaan ijazah. 

*Penentuan Relasi Legalitas Satuan Pendidikan dilakukan melalui:

Dasbor Validasi Data Peserta Didik Tingkat Akhir

 https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/ 

Daftar jadwal tahap pelaksanaan pengelolaan data induk ijazah.

https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/
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Daftar Menu Manajemen Ijazah
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Daftar Menu Manajemen Ijazah

Daftar satuan pendidikan yang telah mendapat persetujuan SPTJM 
dan peserta didiknya terdata sebagai DNT calon penerima ijazah.

Daftar satuan pendidikan yang peserta didiknya telah mendapatkan 
penerbitan nomor ijazah.
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DNS > Rekapitulasi DNS

Laman ini berisi daftar satuan 

pendidikan yang telah valid DNS 

(sudah tidak ada residu data PD)

di wilayah kewenangannya.

[Nama Peran] [Nama Wilayah]

Tombol unduh daftar satuan pendidikan 
yang telah valid DNS.

Profil Satuan Pendidikan Daftar Peserta Didik
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DNS > Rekapitulasi Kelulusan
> Penetapan Kelulusan

Laman ini berisi daftar satuan 

pendidikan yang dikelompokkan 

berdasarkan status update dari 

Penetapan Kelulusan:

Seluruh, Sebagian, Belum

Tombol unduh daftar satuan 
pendidikan sesuai dengan status 
penetapan kelulusan.

[Nama Peran] [Nama Wilayah]
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DNS > Rekapitulasi Kelulusan
> Unggah Penetapan

Laman ini berisi daftar satuan 

pendidikan yang dikelompokkan 

berdasarkan status update dari 

Unggah Penetapan Kelulusan:

Sudah, Belum

Tombol unduh daftar satuan 
pendidikan sesuai dengan status 
unggah penetapan kelulusan.

[Nama Peran] [Nama Wilayah]
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DNS > Rekapitulasi SPTJM
> Pembuatan SPTJM

Laman ini berisi daftar satuan 

pendidikan yang dikelompokkan 

berdasarkan status update dari 

Pembuatan SPTJM:

Sudah, Belum

Tombol unduh daftar satuan 
pendidikan sesuai dengan status 
pembuatan SPTJM.

[Nama Peran] [Nama Wilayah]
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DNS > Rekapitulasi SPTJM
> Unggah SPTJM

Laman ini berisi daftar satuan 

pendidikan yang dikelompokkan 

berdasarkan status update dari 

Unggah SPTJM:

Sudah, Belum

Tombol unduh daftar satuan 
pendidikan sesuai dengan status 
unggah SPTJM.

[Nama Peran] [Nama Wilayah]
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Pengelolaan > Persetujuan SPTJM (1/2)

[Nama Peran] [Nama Wilayah]

Tombol unduh daftar satuan 
pendidikan yang telah mengajukan 
SPTJM untuk diverifikasi.

Laman ini mengakomodir fungsi 

verifikasi dan validasi SPTJM untuk 

memeriksa keabsahan dokumen 

SPTJM yang diajukan oleh SP.

Daftar tabel dikelompokkan ke 

dalam 3 status SPTJM:

Disetujui, Ditolak, Belum Verifikasi

Persetujuan SPTJM Daftar Peserta Didik
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Pengelolaan > Persetujuan SPTJM (2/2)

[Nama Peran] [Nama Wilayah]

[Nama Kepala Sekolah]

[Tanggal Unggah]

[Nomor SPTJM]
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Pengelolaan > Unggah Rekapitulasi

Unggah Rekapitulasi SPTJM 
yang telah ditandatangani 
oleh Kepala Instansi dan 
dibubuhi materai Rp 10.000,-.

[Nama Peran] [Nama Wilayah]

Unduh Format SPTJM untuk 
ditandatangani oleh Kepala Instansi



5050Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah       |

DNT

[Nama Peran] [Nama Wilayah]

Profil Satuan Pendidikan Daftar Peserta Didik

Tombol unduh daftar satuan pendidikan 
yang sudah terbit DNT.

Laman ini berisi daftar final satuan 

pendidikan yang telah diverifikasi jumlah 

peserta didiknya untuk penerima ijazah.





PENGENALAN DASBOR 
PESERTA DIDIK TINGKAT AKHIR

https://ijazah.data.kemdikbud.go.id/dasbor
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DASBOR

1. AKREDITASI

- SATUAN PENDIDIKAN

- LAYANAN 

1. PESERTA DIDIK

2. DNS-DNT

3. PROGRES PESERTA DIDIK

9



Penyajian rekapitulasi dan persentase
satuan pendidikan berdasarkan klasifikasi
akreditasi satuan pendidikan, termasuk
rekapitulasi dan persentase peserta didik
tingkat akhir yang berada di dalam satuan
pendidikan.

Penyajian data dapat dipilah (filter)
berdasarkan kementerian pembina, jenjang,
bentuk, tingkat, atau status satuan
pendidikan.

Data akreditasi bersumber dari Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan
Menengah (BAN-PDM).

AKREDITASI - SATUAN PENDIDIKAN
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Penyajian rekapitulasi dan persentase
layanan pendidikan kesetaraan berdasarkan
klasifikasi akreditasi satuan pendidikan,
termasuk rekapitulasi dan persentase
peserta didik tingkat akhir yang berada di
dalam layanan pendidikan.

Penyajian data dapat dipilah (filter)
berdasarkan bentuk pendidikan, tingkat,
status satuan pendidikan, dan per wilayah.

Data akreditasi bersumber dari Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan
Menengah (BAN-PDM).

AKREDITASI - LAYANAN
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PESERTA DIDIK
Penyajian rekapitulasi dan persentase
peserta didik tingkat akhir berdasarkan
klasifikasi akreditasi satuan pendidikan dan
klasifikasi Nomor Induk Siswa dan
Mahasiswa Nasional (NISN) peserta didik,
meliputi: NISN valid, NISN kosong, dan NISN
ganda.

Penyajian data dapat dipilah (filter)
berdasarkan kementerian pembina, jenjang,
bentuk, tingkat, atau status satuan
pendidikan.

Peserta didik yang berada pada satuan
pendidikan tidak terakreditasi dan/atau
klasifikasi NISN tidak valid perlu mendapat
perhatian/penanganan sebab berpotensi
akan berkendala dalam penetapan peserta
didik sebagai penerima ijazah.
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DNS-DNT

13

Penyajian rekapitulasi jumlah satuan pendidikan
dan peserta didik berdasarkan klasifikasi DNS-
DNT.

DNS mencakup satuan pendidikan terakreditasi,
dan satuan pendidikan tidak terakreditasi yang
sudah memiliki relasi legalitas/menginduk ke
satuan pendidikan terakreditasi termasuk jumlah
peserta didik berstatus valid di dalam satuan-
satuan pendidikan tersebut.

Residu DNS merupakan satuan pendidikan
terakreditasi yang memiliki residu peserta didik,
dan satuan pendidikan tidak terakreditasi yang
belum memiliki relasi legalitas/menginduk ke
satuan pendidikan terakreditasi.

DNT mencakup data peserta didik yang sudah
ditetapkan sebagai penerima ijazah.

Residu DNT merupakan satuan pendidikan yang
termasuk dalam DNS namun belum
mengunggah SPTJM atau sudah mengajukan
SPTJM namun belum disetujui.

DNS : Daftar Nominasi Sementara - DNT: Daftar Nominasi Tetap



PROGRES DATA PESERTA DIDIK
Penyajian progres jumlah data peserta didik,
jumlah data residu NISN, dan data residu
kependudukan per periode waktu.

Penyajian data dapat dipilah (filter)
berdasarkan kementerian pembina, jenjang,
bentuk, tingkat, status satuan pendidikan,
dan per periode waktu.

Progres jumlah peserta didik dinamis
bergerak naik/turun sejalan dengan aktivitas
pemutakhiran data di tingkat satuan
pendidikan seperti mutasi masuk/keluar
peserta didik pada sistem pendataan
Dapodik/Emis.

Progres residu NISN dan residu
kependudukan bergerak sejalan dengan
tindak lanjut perbaikan/pemutakhiran data/
penyelesaian residu oleh satuan pendidikan.
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A. DATA VERIFIKASI

1. SATUAN PENDIDIKAN (AKREDITASI)

2. PESERTA DIDIK

3. RESIDU NISN

4. RESIDU KEPENDUDUKAN

5. RESIDU KEPALA SEKOLAH
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SATUAN PENDIDIKAN (AKREDITASI)
Penyajian rekapitulasi dan persentase satuan
pendidikan berdasarkan klasifikasi akreditasi
dalam lingkup nasional, provinsi, kabupaten,
kecamatan, sampai tingkat satuan pendidikan.

Pada bagian ini, pihak yang berkepentingan
khususnya satuan pendidikan memeriksa
kesesuaian akreditasi satuan pendidikan.
Ketidaksesuaian akreditasi ditindaklanjuti
sesuai mekanisme pemutakhiran akreditasi
yang ditetapkan BAN-PDM.

Satuan pendidikan tidak terakreditasi perlu
koordinasi dengan dinas pendidikan, satuan
kerja pada kementerian, atau atase pendidikan
pada kantor perwakilan Indonesia/KDEI di luar
negeri sesuai kewenangan untuk ditetapkan
relasi legalitas/menginduk ke satuan
pendidikan terakreditasi sesuai ketentuan
dalam rangka pengesahan ijazah.
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PESERTA DIDIK
Penyajian rekapitulasi jumlah data peserta
didik berdasarkan klasifikasi NISN,
kependudukan (NIK), dan kombinasi validasi
keduanya dalam lingkup nasional, provinsi,
kabupaten, kecamatan, sampai tingkat
satuan pendidikan.

Pada bagian ini, pihak yang berkepentingan
khususnya satuan pendidikan memeriksa
kesesuaian jumlah peserta didik yang aktif
terdata di sistem pendataan Dapodik/Emis
dibandingkan dengan jumlah peserta didik
tingkat akhir yang saat ini aktif belajar di
satuan pendidikan secara faktual.

Ketidaksesuaian jumlah peserta didik
ditangani dengan melakukan pemutakhiran
data peserta didik pada sistem pendataan
Dapodik/Emis.
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RESIDU NISN
Penyajian rekapitulasi dan data peserta
didik berdasarkan klasifikasi NISN valid dan
residu (NISN kosong dan NISN ganda),
dalam lingkup nasional, provinsi, kabupaten,
kecamatan, satuan pendidikan, sampai data
individu peserta didik per satuan pendidikan.

NISN valid merupakan kriteria penetapan
calon penerima ijazah. Oleh karena itu,
pihak yang berkepentingan khususnya
satuan pendidikan harus memeriksa daftar
peserta didik yang termasuk residu NISN,
dan menyiapkan dokumen seperti ijazah
dan/atau akta kelahiran peserta didik untuk
keperluan penanganan NISN kosong dan
NISN ganda pada aplikasi Verval-PD.

Bagi pengguna tanpa login (akses publik),
residu peserta didik tampil dengan
disamarkan. Pengguna dapat melihat nama
utuh dengan cara login terlebih dahulu.
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RESIDU KEPENDUDUKAN
Penyajian rekapitulasi dan data peserta
didik berdasarkan klasifikasi hasil
pemadanan kependudukan valid dan residu
(residu NIK, nama, tempat lahir, tanggal
lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung),
dalam lingkup nasional, provinsi, kabupaten,
kecamatan, satuan pendidikan, sampai data
individu peserta didik per satuan pendidikan.

Identitas peserta didik dipadankan ke basis
data kependudukan (Dukcapil Pusat), dan
hasil validasi kependudukan menjadi kriteria
penetapan calon penerima ijazah. Oleh
karena itu, pihak yang berkepentingan
khususnya satuan pendidikan harus
memeriksa daftar peserta didik yang
termasuk residu kependudukan, dan
menyiapkan dokumen seperti ijazah
dan/atau akta kelahiran untuk keperluan
penanganan residu kependudukan pada
aplikasi Verval-PD.
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RESIDU KEPALA SEKOLAH
Penyajian rekapitulasi dan data satuan
pendidikan terakreditasi dengan klasifikasi
residu kepala sekolah (kosong atau ganda),
dalam lingkup nasional, provinsi, kabupaten,
kecamatan, satuan pendidikan, sampai data
tingkat satuan pendidikan.

Pada bagian ini, pihak yang berkepentingan
khususnya satuan pendidikan memeriksa
kesesuaian penugasan kepala sekolah.
Ketidaksesuaian ditangani dengan cara
melakukan pemutakhiran data penugasan
kepala sekolah pada sistem pendataan
Dapodik/Emis.

Residu kepala sekolah (kosong/ganda)
merupakan kondisi anomali di satuan
pendidikan, idealnya penugasan ptk sebagai
kepala sekolah harus terisi dan tunggal.
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B. DNS (DAFTAR NOMINASI SEMENTARA)

1. VALID DNS

2. RESIDU DNS

21



VALID DNS
Penyajian rekapitulasi jumlah peserta didik
yang termasuk klasifikasi valid DNS dalam
lingkup nasional, provinsi, kabupaten,
kecamatan, sampai data tingkat satuan
pendidikan.

Valid DNS memuat data peserta didik yang
telah lolos validasi awal dan berhak mengikuti
proses selanjutnya dalam rangka kelulusan
dan penerimaan Ijazah.

Kriteria valid DNS, meliputi:

1. peserta didik berada pada satuan
pendidikan terakreditasi, atau berada
pada satuan pendidikan tidak terakreditasi
yang sudah ditetapkan relasi legalitas/
menginduk ke satuan pendidikan
terakreditasi;

2. peserta didik dengan klasifikasi NISN
valid; dan

3. identitas peserta didik padan data induk
kependudukan (Dukcapil pusat).
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RESIDU DNS
Penyajian rekapitulasi jumlah peserta didik
yang termasuk klasifikasi residu DNS dalam
lingkup nasional, provinsi, kabupaten,
kecamatan, sampai data tingkat satuan
pendidikan.

Residu DNS memuat data peserta didik yang
memerlukan pemeriksaan dan penanganan
lebih lanjut untuk dapat mengikuti proses
kelulusan dan penerimaan Ijazah.

Kriteria residu DNS, meliputi:

1. peserta didik berada pada satuan yang
tidak terakreditasi dan belum ditetapkan
relasi legalitas/menginduk ke satuan
pendidikan terakreditasi;

2. peserta didik dengan klasifikasi residu
NISN (NISN kosong atau ganda); atau

3. identitas peserta didik belum padan data
induk kependudukan (Dukcapil pusat).
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C. DNT (DAFTAR NOMINASI TETAP)

1. VALID DNT

2. RESIDU DNT
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Penyajian rekapitulasi jumlah peserta didik
yang termasuk klasifikasi valid DNT dalam
lingkup nasional, provinsi, kabupaten,
kecamatan, hingga per satuan pendidikan.

Valid DNT memuat peserta didik yang lolos
validasi awal, telah ditetapkan lulus, dan telah
disetujui sebagai penerima Ijazah.

Kriteria valid DNT, meliputi:

1. Peserta didik sudah ditetapkan lulus oleh
satuan pendidikan;

2. Peserta didik sudah diajukan dalam
SPTJM satuan pendidikan sebagai
penerima ijazah; dan

3. Peserta didik sudah disetujui sebagai
penerima ijazah oleh dinas pendidikan,
satuan kerja pada kementerian, atau atase
pendidikan pada kantor perwakilan
Indonesia/KDEI di luar negeri sesuai
kewenangan.

VALID DNT
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RESIDU DNT
Penyajian rekapitulasi jumlah peserta didik
yang termasuk klasifikasi residu DNT dalam
lingkup nasional, provinsi, kabupaten,
kecamatan, hingga per satuan pendidikan.

Residu DNT memuat peserta didik yang lolos
validasi awal, namun belum ditetapkan lulus,
atau belum diajukan/disetujui sebagai
penerima Ijazah.

Kriteria residu DNT, meliputi:

1. Peserta didik belum ditetapkan lulus oleh
satuan pendidikan;

2. Peserta didik belum diajukan dalam
SPTJM satuan pendidikan sebagai
penerima ijazah; atau

3. Peserta didik belum disetujui sebagai
penerima ijazah oleh dinas pendidikan,
satuan kerja pada kementerian, atau atase
pendidikan pada kantor perwakilan
Indonesia/KDEI di luar negeri sesuai
kewenangan.
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PENETAPAN RELASI LEGALITAS
(PENENTUAN SATUAN PENDIDIKAN INDUK BAGI SATUAN PENDIDIKAN TIDAK TERAKREDITASI)
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PENETAPAN RELASI LEGALITAS
Penetapan Relasi Legalitas merupakan tindak lanjut
penanganan satuan pendidikan yang termasuk dalam
klasifikasi residu akreditasi. Proses penetapan dilakukan
dengan cara menentukan satuan pendidikan induk bagi
satuan pendidikan yang tidak terakreditasi.

Peran ini dijalankan sesuai kewenangan, oleh:

1. Dinas pendidikan;
2. Satuan kerja pada kementerian; atau
3. Atase pendidikan pada kantor perwakilan

Indonesia/KDEI di luar negeri.

Dokumentasi penetapan relasi legalitas harus dituangkan
dalam SK Penetapan Kepala Instansi sesuai kewenangan

Syarat satuan pendidikan induk adalah satuan pendidikan
yang terakreditasi, dan berada pada jalur dan jenjang
pendidikan yang sama dengan satuan pendidikan yang tidak
terakreditasi.
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Fitur penetapan hanya dapat digunakan 
selama pengguna LOGIN. Akses publik (tanpa 
login) tidak dapat mengakses fitur ini.

Tahapan penetapan:

1. Klik menu DNS > submenu “Residu DNS”;
2. Klik tombol “Legalitas Sekolah” untuk 

menampilkan semua satuan pendidikan 
tidak terakreditasi;

3. Pilih salah satu satuan pendidikan dari 
daftar satuan pendidikan tidak 
terakreditasi yang akan diproses relasi 
legalitas. Klik “Pilih” pada kolom paling 
kanan untuk memulai pencarian sekolah 
induk dalam daftar SP terakreditasi;

Pada contoh disamping, SDS Nurul Iman 
Ashopi merupakan SP tidak terakreditasi 
yang akan direlasikan legalitas ke SP induk 
terakreditasi

4. …

TAHAPAN PENETAPAN

1 2

3
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Lanjutan Tahapan penetapan:

4. Tentukan SP induk mengacu pada 
dokumen SK penetapan relasi legalitas, 
kemudian klik tombol “Pilih” pada kolom 
Aksi di bagian paling kanan;

Pada ilustrasi di samping, telah dipilih        
SD Negeri Talaga 01 (akreditasi B) sebagai 
SP Induk bagi SDS Nurul Iman Ashopi

5. Lanjutkan proses penetapan dengan 
melengkapi data legalitas mengacu pada 
SK penetapan relasi legalitas. Mulai 
dengan mengisikan “Nomor SK”;

6. Isikan juga “Tanggal SK”;
7. Pilih “Kepala Sekolah” pada SP induk; dan
8. Akhiri dengan klik tombol “Simpan” untuk 

menyelesaikan penetapan relasi legalitas 
dan secara otomatis menyelesaikan residu 
akreditasi.

TAHAPAN PENETAPAN

4

5
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Terdapat dua (2) cara pemeriksaan hasil
penetapan relasi legalitas.

Cara pertama, pemeriksaan hasil penetapan
dilakukan melalui menu DNS > submenu
Residu DNS:

Rekapitulasi satuan-satuan pendidikan yang
sudah berhasil direlasikan ke satuan
pendidikan induk (terakreditasi) dapat dilihat
dengan klik tombol Legalitas Sekolah*

Pada ilustrasi di samping: Satuan pendidikan
tidak terakreditasi (SDS Nurul Iman Ashopi)
sudah memiliki relasi legalitas ke satuan
pendidikan induk terakreditasi (SD Negeri
Talaga 01).

PEMERIKSAAN HASIL PENETAPAN #1

31
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PEMERIKSAAN HASIL PENETAPAN #2

*

Cara kedua, pemeriksaan hasil penetapan
dilakukan di menu DNS > submenu Valid DNS:

Pemeriksaan dilakukan pada satuan
pendidikan induk (terakreditasi) dengan
memeriksa rekapitulasi data yang ditampilkan
pada kolom Legalitas | Satuan Pendidikan |
PD Valid *

Pada ilustrasi di samping: Klik pada angka I
berwarna biru, untuk melihat jumlah satuan
pendidikan dan jumlah peserta didik berstatus
valid yang memiliki relasi legalitas dengan
SD Negeri Talaga 01 (akreditasi B) yang
berstatus sebagai satuan pendidikan induk.

○ Penyajian rekapitulasi relasi legalitas di
tingkat wilayah baik nasional, provinsi,
kabupaten, dan kecamatan tidak disajikan
langsung melainkan terupdate maksimal
1x24 jam dari proses penetapan.

32
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PEMBATALAN RELASI LEGALITAS

Penyesuaian ulang relasi legalitas dapat
dilakukan melalui proses pembatalan pada
Dasbor, selama masih dalam rentang waktu
yang ditetapkan.

Tahapan pembatalan:

1. Cari satuan pendidikan yang akan
dibatalkan relasi legalitas, pada menu DNS
> sub menu Residu DNS;

2. Klik tombol “Legalitas Sekolah ”;
3. Cari satuan pendidikan dalam daftar

satuan pendidikan yang akan dilakukan
pembatalan relasi legalitas.
Lanjutkan dengan klik pada nama satuan
pendidikan di kolom “Satuan Pendidikan
(Legalitas)”.

4. . . .

2

3

1
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5

PEMBATALAN RELASI LEGALITAS

Lanjutan tahapan pembatalan:

4. Tuntaskan proses pembatalan dengan
menekan tombol “Batalkan Legalitas”.

5. Hasilnya relasi legalitas kembali hilang
dan satuan pendidikan kembali menjadi
residu akreditasi, menunggu penetapan
ulang.

4
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1. Silahkan membuka link ijazah.data.kemdikbud.go.id
2. Pada halaman utama klik tombol Cari Ijazah untuk memulai pencarian

CARA PENGGUNAAN

4

http://ijazah.data.kemdikbud.go.id


3. Muncul dialog box Formulir Pencarian. Isikan data sesuai dengan formulir

1. Isi nama sekolah atau 

menggunakan NPSN satuan 

pendidikan 

2. Isi Nama Pemilik Ijazah 

sesuai dengan yang tertera 

pada Ijazah

3. Isi Nomor Seri Ijazah yang 

tertera pada ijazah

4. Isi Tanggal Lahir sesuai 

dengan yang tertera pada 

ijazah

5. Masukkan Kode Captcha 

yang dihasilkan secara acak 

5



4. Jika Formulir Pencarian telah terisi maka akan muncul data peserta didik yang sesuai di  
    kolom Hasil Pencarian pada data induk ijazah. Jika sesuai klik tombol “Lanjutkan”

Catatan:

Jika data siswa tidak ditemukan 

pada data induk ijazah, silahkan 

cek kembali isian Formulir 

Pencarian. Pastikan data yang 

diisikan sudah sesuai dengan 

yang tertera pada ijazah dan 

pastikan data peserta didik telah 

Valid.

Nama Peserta Didik
& 

Nomor Seri Ijazah

Nama Satuan Pendidikan

6



5. Setelah klik tombol “Lanjutkan” pada laman sebelumnya, maka akan disajikan profil Data   
Induk Ijazah Peserta didik yang berisikan

A.  Daftar Ijazah & Detail Ijazah 

B.  Jenjang Pendidikan Terakhir, 

C.  Biodata Peserta Didik 

D. Rekam Didik Peserta Didik

7



A. Daftar Ijazah Dan Detail Ijazah

Nomor Seri Ijazah

Klik untuk 
melihat detil 

Ijazah

Nama Peserta Didik

Nama Satuan Pendidikan

NISN

NPSN

Lokasi Satuan Pendidikan

7
7
7
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B. Jenjang Pendidikan Terakhir

9



C. Biodata Peserta Didik

10



TERIMA KASIH
Pusat Data dan Teknologi Informasi

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
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